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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM 
PENAGIHAN PIUTANG DAGANG  PADA TRANSAKSI 

ANJAK PIUTANG (FACTORING)

Oleh :
I Dewa Ayu Dwi Mayasari1

ABSTRACT
Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law 
against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems 
studied involves two things; the first what factors the company’s legal position as a buyer on 
receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can 
be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection.
This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research 
literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach 
ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description 
legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan 
laws.
The results showed that the company,s legal position as a purchaser of  factoring receivables 
is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts 
receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there 
is no guarantee of  legal protection for the company for the payment or refund factor its 
receivables in full.
The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables 
is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of 
responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) 
implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking 
principles.

Keywords : Standing, Legal Protection, Client, Company Factor, Factoring.

I. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang pent�ng dalam 
pembangunan hukum d� Indones�a adalah 
tentang perl�ndungan hukum bag� set�ap 
warga Negara Indones�a.  Isu �n� t�dak 
kalah pent�ngnya dengan �su kead�lan, 
kepast�an hukum dan penegakan hukum 
yang ser�ng menjad� bahan kaj�an dar� 
para teor�t�s� maupun prakt�s� hukum.

Salah satu tujuan Negara Indones�a 
adalah mel�ndung� segenap bangsa 

Indones�a. Sepert� d�kemukakan oleh 
Moch. Koesnoe, salah satu n�la� dasar 
yang bersumber pada pokok-pokok 
p�k�ran Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1945 adalah, tata hukum berwatak 
mengayom� atau mel�ndung�. Mengayom� 
atau member� pengayoman menurut 
konsep Jawa terkandung sesuatu “ayom”, 
suasana sejuk dan aman dama� bag� yang 
d�l�ndung�.

Perl�ndungan hukum yang 
d�maksud dalam konteks kaj�an �n� 



363

Magister Hukum Udayana •  Jul� 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 362 - 374

adalah perl�ndungan hukum menyangkut 
hubungan b�sn�s (hubungan perjanj�an) 
antara Perusahaan Anjak P�utanng dengan 
p�hak Kl�en dalam perjanj�an Anjak 
P�utang (Factoring). Fokus perhat�annya 
d�s�n� adalah perl�ndungan hukum 
terhadap perusahaan Anjak P�utang 
(Factoring) sebaga� pembel� p�utang 
dagang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 
angka 6 PerPres RI Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Lembaga Pemb�ayaan, yang 
d�maksud Anjak P�utang (Factoring) 
adalah keg�atan pemb�ayaan dalam bentuk 
pembel�an p�utang dagang jangka pendek 
suatu perusahaan ber�kut pengurusan atas 
p�utang tersebut.

Dalam Lembaga Pemb�ayaan 
Anjak P�utang, ada p�hak Perusahaan 
Anjak P�utang (Factor) selaku pembel� 
p�utang. Selanjutnya ada p�hak Kl�en 
yang mempunya� tag�han (p�utang) 
terhadap Customer (deb�tur). Tag�han 
(p�utang) Kl�en tersebut kemud�an d�jual 
(d�al�hkan) kepada perusahaan Anjak 
P�utang (Factor). Dalam konstruks� Anjak 
P�utang, meng�ngat tag�han (p�utang) 
tersebut sudah d�jual (d�al�hkan) kepada 
Factor, maka selanjutnya p�hak Factor 
yang berhak menag�h p�utang tersebut 
terhadap Customer.

Lembaga Pemb�ayaan Anjak 
P�utang termasuk kategor� b�sn� yang 
ber�s�ko t�ngg�, karena t�dak ada 
jam�nan pengembal�an atau pembayaran 
p�utang tersebut dar� Customer terhadap 
Perusahaan Anjak P�utang (Factor). 
Kemungk�nan gagalnya penag�han 
p�utang oleh Factor terhadap Customer 

b�sa terjad�, ba�k karena Customer t�dak 
mampu atau t�dak mau membayar p�utang 
yang sudah d�al�hkan tersebut.

B�la benar terjad� adanya kegagalan 
penag�han p�utang tersebut oleh Factor 
ba�k seluruhnya maupun sebag�an, maka 
yang akan menanggung r�s�konya adalah 
p�hak Factor send�r�, terleb�h-leb�h yang 
d�sepakat� adalah Without Recourse 
Factoring (Anjak P�utang tanpa jam�nan 
dar� penjual p�utang) oleh para p�hak 
dalam perjanj�an Factoring.

 Anjak p�utang tanpa jam�nan 
dar� penjual p�utang (Without Recourse 
Factoring) merupakan keg�atan Anjak 
P�utang d�mana perusahaan Factor 
bertanggungjawab atas segala r�s�ko 
t�dak tertag�hnya p�utang, art�nya apab�la 
terjad� kegagalan dalam penag�han 
p�utang dagang merupakan tanggung 
jawab p�hak perusahaan Factor send�r�. 
Sementara p�hak penjual p�utang (Klien) 
t�dak lag� bertanggung jawab akan hal 
�tu.1

Dalam pos�s� perusahaan Anjak 
P�utang (Factor) sepert� �tu, maka 
kedudukannya sangat rentan dan lemah, 
karena t�dak ada jam�nan perl�ndungan 
hukum dar� kemungk�nan gagalnya 
penag�han p�utang tersebut. Kegagalan 
penag�han p�utang tersebut dapat berak�bat 
perusahaan Anjak P�utang  menanggung 
kerug�an. Dar� seg� b�sn�s �n� memang 
suatu r�s�ko Factor, tetap� persoalannya 
yang t�dak b�sa d�ter�ma ket�ka Customer 
ber�t�kad t�dak ba�k dengan sengaja t�dak 

1 M�randa Nas�h�n, 2012, Segala Hal Tentang Hukum 
Lembaga Pembiayaan, Buku P�ntar, Yogyakarta, 
hlm.64.
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mau memenuh� kewaj�bannya dalam 
perjanj�an Anjak P�utang yang sudah 
d�sepakat�.

Merunut dar� sejarah hukum, suatu 
Negara semest�nya mula� memperhat�kan 
mengena� perl�ndungan tenaga kerja, 
perl�ndungan konsumen, dan termasuk 
pula perl�ndungan terhadap p�hak-p�hak 
yang terl�bat dalam suatu transaks� b�sn�s 
yang notabene sudah d��kat oleh suatu 
kontrak atau perjanj�an.

Hubungan hukum antara p�hak-
p�hak yang terl�bat dalam Anjak P�utang 
(Factoring) adalah perjanj�an yang 
d�dasarkan kepada azas kebebasan 
berkontrak sebaga�mana yang d�sebutkan 
pada Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan 
dasar azas kebebasan berkontrak �n�, 
perjanj�an mempunya� kekuatan meng�kat 
untuk d�patuh� oleh p�hak-p�hak. Dalam 
konteks �n� sesungguhnya p�hak Factor 
dapat menuntut pelunasan prestas� j�ka 
Customer wanprestas�. Namun pada 
kenyataannya Factor d�hadapkan pada 
s�tuas� sul�t ket�ka �t�kad ba�k dar� 
Customer t�dak ada untuk memenuh� 
prestas�nya.

Hukum yang �deal adalah hukum 
yang dapat member�kan kead�lan, 
kepast�an hukum, dan perl�ndungan hukum 
bag� set�ap orang. Sudah seharusnya 
pula hukum dapat member�kan jam�nan 
perl�ndungan kepada para p�hak, terutama 
kepada perusahaan Anjak P�utang (Factor) 
sebaga� pembel� p�utang yang t�ngkat 
r�s�konya sangat t�ngg� dar� kemungk�nan 
adanya kegagalan penag�han p�utang.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang 

masalah sebaga�mana yang d�sampa�kan, 
maka dapat d�tar�k 2 (dua) masalah pokok 
yang akan d�bahas dalam penul�san jurnal 
�n�, ya�tu;
1. Baga�mana kedudukan hukum 

perusahaan Anjak P�utang (Factor) 
sebaga� pembel� p�utang dalam 
Lembaga Pemb�ayaan Anjak P�utang?

2. Apa bentuk perl�ndungan hukum 
yang dapat d�ber�kan kepada 
perusahaan Anjak P�utang (Factor) 
dar� kemungk�nan adanya kegagalan 
penag�han p�utang dagang?

3. Tujuan Penelitian
Tujuan penel�t�an �n� pada dasarnya 

untuk memaham� kedudukan hukum 
perusahaan Anjak P�utang (Factor) 
sebaga� p�hak pembel� p�utang dalam 
Lembaga Pemb�ayaan Anjak P�utang 
sehubungan dengan adanya kemungk�nan 
kegagalan penag�han p�utang dagang oleh 
Factor terhadap Customer.

Selanjutnya guna memperluas 
jangkauan penel�t�an, maka penel�t�an 
�n� juga d�maksudkan untuk memaham� 
bentuk perl�ndungan hukum  yang dapat 
d�ber�kan  kepada perusahaan Anjak 
P�utang (Factor) dar� kemungk�nan 
adanya kegagalan penag�han p�utang 
dagang.

II. Metode penelitian
Jen�s penel�t�an dalam ka�tannya 

dengan tul�san �n� adalah jen�s penel�t�an  
hukum yang s�fatnya Normat�f, ya�tu 
penel�t�an hukum kepustakaan atau 
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penel�t�an hukum yang d�dasarkan pada 
data sekunder.2 Sementara pendekatan 
yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah pendekatan perundang-undangan 
(the statue approach), dan pendekatan 
fakta (the fact approach). Permasalahan 
penel�t�an d�kaj� dengan mempergunakan 
tekn�k �nterpretas� hukum dengan ura�an 
argumentat�f yang d�dasarkan pada teor�-
teor�, azas-azas, dan konsep hukum yang 
berka�tan dengan penul�san jurnal �n�.

Penel�t�an hukum �n� 
mempergunakan bahan hukum pr�mer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
ters�er. D�mana telah d�kumpulkan melalu� 
stud� dokumen yang kemud�an d�maksud 
dengan menggunakan tekn�k deskr�p�, 
�nterpretas�, evaluas�, dan argumentas�.

III. Hasil dan pembahasan
1. Konsep Dasar Perlindungan 

Hukum
Salah satu wujud dar� �mplementas� 

peran hukum dalam keg�atan usaha 
d�antaranya tercerm�n dalam wujud 
perl�ndungan hukum terhadap p�hak-
p�hak yang terl�bat dalam keg�atan usaha 
tersebut, ba�k perl�ndungan terhadap 
para pelaku usaha maupun perl�ndungan 
terhadap para pengguna jasa atau produk 
yang d�has�lkannya. Perl�ndungan 
terhadap para pelaku usaha antara la�n 
dapat d�l�hat dar� adanya jam�nan yang 
d�ber�kan oleh pemer�ntah terhadap 
akt�v�tas yang mereka jalankan dan 
perl�ndungan terhadap aset-aset usaha 

mereka. Dem�k�an halnya perl�ndungan 
yang harus d�rasakan oleh para pengguna 
produk dan jasa yang d�sed�akan oleh 
para pelaku usaha.3

Secara tekstual perl�ndungan 
hukum merupakan perl�ndungan dengan 
menggunakan sarana hukum atau 
perl�ndungan yang d�ber�kan oleh hukum. 
Dalam bahasa Inggr�s perl�ndungan 
hukum d�sebut dengan “legal protection”, 
sedangkan dalam bahasa Belanda 
“rechsbecherming”. Perl�ndungan hukum 
terd�r� dar� dua kata, ya�tu “perl�ndungan” 
dan “hukum”. Perl�ndungan hukum t�mbul 
karena adanya hubungan hukum antara 
seseorang dengan orang la�n atau dengan 
badan hukum. Oleh karenanya, hubungan 
hukum adalah pola pertama dalam rangka 
member�kan sebuah perl�ndungan hukum 
terhadap seseorang.4

Beberapa sarjana ada yang 
member�kan pengert�an tentang 
perl�ndungan hukum sebaga� ber�kut ;
 Menurut Satj�pto Raharjo, perl�ndungan 

hukum adalah:
 “Member�kan pengayoman terhadap 

hak asas� manus�a (HAM) yang 
d�rug�kan orang la�n dan perl�ndungan 
�tu d�ber�kan kepada masyarakat agar 
dapat men�kmat� semua hak-hak yang 
d�ber�kan oleh hukum.”5

 Mar�a Theres�a Geme mengart�kan 
perl�ndungan hukum adalah :

2 Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif 
Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawal�, Jakarta, 
hlm.15.

3 Johan Arifin, dkk, 2010, Perlindungan Hukum Nasabah 
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Studi Terhadap 
Nasabah BMT di Kota Semarang, Wal�songo Press, 
Semarang, hlm.17.

4 Ib�d.
5 Satj�pto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. C�tra Ad�tya 

Bakt�, Bandung, hlm.54.
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 “Berka�tan  dengan t�ndakan Negara 
untuk melakukan sesuatu dengan 
(memberlakukan hukum Negara 
secara eksklus�f) dengan tujuan untuk 
member�kan jam�nan kepast�an hak-
hak seseorang atau kelompok orang”.6

Def�n�s� perl�ndungan dalam def�n�s� 
d�atas, kurang lengkap karena bentuk 
perl�ndungan dan subjek yang d�l�ndung� 
berbeda antara satu dengan la�nnya

Dalam perkembangan perl�ndungan 
hukum selanjutnya muncul beberapa al�ran 
atau mazhab besar yang mempengaruh� 
perkembangan hukum, m�salnya 
al�ran hukum alam, mazhab sejarah, 
mazhab pos�t�v�sme, al�ran soc�olog�cal 
yur�sprudens�, dan critical legal studies 
(gerakan hukum kr�t�s).7 Al�ran-al�ran 
atau mazhab tersebut merupakan �nt� dar� 
pr�ns�p perl�ndungan hukum bag� set�ap 
warga Negara dan t�dak terp�sahkan dar� 
tujuan d�bentuknya Negara Kesatuan 
Republ�k Indones�a sebaga�mana 
d�rumuskan pada Al�nea IV UUD 1945, 
yang antara la�n menyebutkan : “Kemudian 
dari pada itu untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia...........Maka disusunlah 
kemerdekaan Indonesia dalam suatu 
Undang-Undang Dasar.......”

J�ka d�runut maka perl�ndungan 
hukum menjad� pent�ng dalam rangka 

pemenuhan hak-hak seseorang dalam 
hubungannya dengan orang la�n.8 Dalam 
konteks perl�ndungan perusahaan Factor, 
maka yang d�l�ndung� adalah kepent�gan 
Factor dalam ka�tannya sebaga� pembel� 
p�utang dalam mendapatkan jam�nan hak 
pengembal�an atau penag�han p�utang 
terhadap Customer.

Perl�ndungan hukum adalah 
perl�ndungan dengan sarana hukum. T�dak 
semua kepent�ngan peerlu d�l�ndung� 
hukum. Kepent�ngan yang d�l�ndung� 
hukum adalah kepent�ngan yang 
d�nyatakan sebaga� hak.9 Dalam konteks 
perl�ndungan hukum terhadap Factor 
adalah perl�ndungan kepent�ngan yang 
berupa hak Factor untuk mendapatkan 
pengembal�an p�utangnya dar� Customer.

Hukum sebaga� perl�ndungan 
kepent�ngan manus�a berbeda dengan 
norma-norma yang la�n. Karena hukum 
�tu ber�s� per�ntah dan/atau larangan, serta 
membag� hak dan kewaj�ban.10 Sud�kno 
Mertokusumo mengemukakan t�dak 
hanya tentang tujuan hukum, tetap� juga 
tentang fungs� hukum dan perl�ndungan 
hukum. �a berpendapat bahwa :
 “Dalam fungs�nya sebaga� 

perl�ndungan kepent�ngan manus�a 

6 Mar�a Theres�a Geme,2012,  “Perlindungan Hukum 
terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan 
Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, d�serta� Program Doktor 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Un�vers�tas Braw�jaya 
Malang, hlm.99.

7  Johan Arifin, dkk, Op. Cit, hal.

8 Johan Ar�f�n, dkk, Op. Cit, hlm.16.
9 Moelyoto, Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemiliik Tanah Dalam Pelaksanaan Hukum 
Tata Negara Darurat Karena Peristiwa 
G30S/PKI (Studi Kasus di Jawa Tengah : 
dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum 
di Indonesia), FH. UII Press, Yogyakarta, 
hlm.230.

10 H. Sal�m HS dan Erl�es Sept�ana Nurban�,2013, 
Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 
dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 
hlm.269.
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hukum mempunya� tujuan. Hukum 
mempunya� sasaran yang hendak 
d�capa�. Adapun tujuan pokok hukum 
adalah menc�ptakan tatanan masyarakat 
yang tert�b, menc�ptakan ketert�ban dan 
kese�mbangan. Dengan tercapa�nya 
ketert�ban d� dalam masyarakat 
d�harapkan kepent�ngan manus�a akan 
terl�ndung�. Dalam mencapa� tujuannya 
�tu hukum bertugas membag� hak dan 
kewaj�ban antar perorangan d� dalam 
masyarakat, membag� wewenang dan 
mengatur cara memecahkan masalah 
hukum serta memel�hara kepast�an 
hukum.11

2. Bentuk Perlindungan Hukum
Hukum berfungs� untuk kepent�ngan 

manus�a. Agar kepent�ngan manus�a dapat 
d�l�ndung�, maka hukum mest� d�jalankan. 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
secara normal, dama�, tetap� b�sa juga 
terjad� karena adanya pelanggaran hukum. 
Adanya Pelanggaran hukum tersebut 
dapat t�mbul ket�ka subyek hukum 
t�dak mampu melaksanakan kewaj�ban 
yang semest�nya d�lakukan atau karena 
melanggar hak-hak subyek hukum la�n. 
Subyek hukum yang d�langgar hak-
haknya harus mendapatkan perl�ndungan 
hukum.12

 “De mogelijkheden van 
rechtsbescherming zijn van belang 
wanneer de overhead iets heft gedaan 
of nagelaten of voornemens is bepaalde 
handelingen te verrichten en be paalde 

personen of groepen zich daardoor 
gegriefd achten.13 (Member�kan 
perl�ndungan hukum akan pent�ng 
ket�ka pemer�ntah bermaksud untuk 
melakukan atau t�dak melakukan 
t�ndakan tertentu terhadap sesuatu, 
yang oleh karena t�ndakan atau 
kelala�annya �tu melanggar hak-hak 
orang atau kelompok tertentu).

Secara teor�t�s, bentuk perl�ndungan 
hukum d�bag� menjad� dua bentuk ya�tu ;
1. Perl�ndungan yang bers�fat prevent�f 

dan
2. Perl�ndungan yang bers�fat 

repres�f.14 Pada perl�ndungan 
hukum prevent�f, rakyat d�ber�kan 
kesempatan untuk mengemukakan 
pendapatnya ataupun keberatan 
sebelum suatu keputusan pemer�nah 
mendapat bentuk yang def�n�t�f. 
Dan sebal�knya pada perl�ndungan 
hukum yang repres�f �n� bertujuan 
sebaga� penyeles�an sengketa. 
Kedua bentuk perl�ndungan hukum 
tersebut bersumber pada pengakuan 
serta perl�ndungan hak asas� 
manus�a yang berlandaskan pada 
pr�ns�p Negara hukum.
D� dalam peraturan perundang-

undangan telah d�tentukan bentuk-bentuk 
perl�ndungan yang d�ber�kan kepada 
masyarakat atas adanya kesewenang-
wenangan dar� p�hak la�nnya, ba�k �tu 
penguasa, pengusaha, maupun orang yang 

11 Sud�kno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu 
Pengantar, L�berty, Yogyakarta, hlm.71.

12 Ibid, hlm.140.

13 Van Der Burg F�t, etal, 1985, Rechtsbeschermingtegende 
Overheid, N�gmegen, 1985, hlm.3.

14 Ph�l�pus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi 
Rakyat Indonesia, PT B�na Ilmu, Surabaya, hlm.2.
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mempunya� ekonom� leb�h ba�k dar� p�hak 
korban. Pada pr�ns�pnya, perl�ndungan 
hukum terhadap p�hak yang lemah selalu 
d�ka�tkan dengan perl�ndungan terhadap 
hak-hak p�hak yang lemah atau korban.15

1. Perlindungan Hukum Bagi Factor 
Dari Kemungkinan Gagalnya 
Penagihan Piutang Dagang
Set�ap b�sn�s past� ada r�s�konya. 

Hal �n� tentu saja benar adanya. Apalag� 
b�sn�s mengena� penyed�aan dana sepert� 
b�sn�s Anjak P�utang (Factoring). 
Terleb�h lag� untuk jen�s Without Recourse 
Factoring, d�mana perusahaan Factor 
akan bertanggungjawab atas segala r�s�ko 
apab�la nasabah (Customer) t�dak mampu 
untuk memenuh� kewaj�bannya.

Pada Without Recourse Factoring, 
kedudukan Factor sangat krus�al dan 
m�n�mnya perl�ndungan yang berupa 
jam�nan pengembal�an  p�utang dagang 
dar� Customer. B�la Customer t�dak 
memenuh� kewaj�bannya, maka r�s�ko 
sepenuhnya akan d�p�kul oleh Factor.

Sebaga� suatu b�sn�s, r�s�ko dan 
kemungk�nan kegagalan penag�han 
p�utang dagang tentunya sudah dalam 
perh�tungan b�sn�s dar� Factor, dengan 
mener�ma kompensas� berupa fee atau 
bayaran la�nnya.16 Namun r�s�ko tersebut 
tetap sebaga� suatu kond�s� yang mungk�n 
terjad� dan t�dak dapat d�h�ndar� oleh 
Factor.

Guna mengh�ndar� atau mencegah 
adanya kerug�an bag� Factor dalam hal 
adanya kegagalan penag�han p�utang 
dagang yang pada dasarnya merupakan 
hak dar� Factor, maka terhadap Factor 
pent�ng untuk d�ber�kan perl�ndungan 
hukum yang member�kan jam�nan 
pengembal�an p�utang dar� Customer.

Hak untuk mendapat pengembal�an 
p�utang (hak tag�h utang) terhadap 
Customer t�mbul dar� adanya perjanj�an 
Anjak P�utang. Dalam perjanj�an Anjak 
P�utang, p�hak Factor mempunya� 
sejumlah hak ya�tu;
1. Mener�ma semua dokumen �nvo�ce 

(Faktur) dar� kl�en.
2. Mener�ma p�utang dalam keadaan 

bers�h dan bebas dar� segala tuntutan.
3. Melakukan penag�han p�utang kepada 

nasabah (Customer) sesua� syarat 
pembayaran yang telah d�tetapkan 
antara penjual p�utang (Kl�en) dengan 
nasabah (Customer).17

Hak melakukan penag�han p�utang 
dar� Factor lah�r dar� hubungan hukum 
perjanj�an, ya�tu perjanj�an Anjak 
P�utang. Bachsan Mustafa menyatakan 
bahwa hak �tu merupakan kekuasaan, 
dan kekuasaan �tu dapat d�pertahankan 
terhadap set�ap orang, art�nya set�ap 
orang harus mengaku�, menghormat�, dan 
meng�ndahkan hak �tu.18

Beg�tu juga H.J.Mc. Closkey, 
menegaskan secara umum hak dapat 
d�art�kan sebaga� kla�m atau kepem�l�kan 

15 H. Sal�m HS dan Erl�es Sept�ana Nurban�, Op. Cit, 
hlm.265.

16 Mun�r Fuady, 2006, Hukum tentang Pembiayaan, PT 
C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung. hlm.86.

17 Ahmad Mul�ad�, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan 
Akademia Permata, Jakarta, hlm.66.

18 Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia 
Terpadu, PT C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung.
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�nd�v�du atas sesuatu. Seseorang d�katakan 
mem�l�k� hak j�ka orang tersebut mem�l�k� 
kla�m untuk melakukan dalam suatu cara 
tertentu, atau j�ka orang la�n berkewaj�ban 
melakukan t�ndakan dalam suatu cara 
tertentu kepadanya.19 

Hak untuk melakukan penag�han 
p�utang oleh Factor terhadap Customer  
d�l�ndung� oleh hukum. Sebaga�mana 
d�sampa�kan oleh Sud�kno  Mertokusumo, 
hak adalah kepent�ngan hukum yang 
d�l�ndung� oleh hukum, sedangkan 
kepent�ngan adalah tuntutan yang 
d�harapkan untuk d�penuh�. Kepent�ngan 
pada hakekatnya mengandung kekuasaan 
yang d�jam�n dan d�l�ndung� oleh 
hukum.20 Atas dasar �tulah hak melakukan 
penag�han p�utang dar� Factor perlu 
d�ber�kan perl�ndungan hukum.

Beg�tu juga menurut Suhardjo, 
hukum berfungs� mengayom� atau 
mel�ndung� manus�a dalam bermasyarakat 
dan berbangsa serta bernegara, ba�k 
j�wa dan badannya maupun hak-hak 
pr�bad�nya, ya�tu hak asas�nya, hak-
hak kebendaannya, maupun hak-hak 
perorangannya.21

Meng�ngat r�s�ko gagalnya 
penag�han p�utang terhadap Customer 
cukup t�ngg�, terutama dalam hal without 
recourse Factoring, maka bentuk 
perl�ndungan hukum yang dapat d�ber�kan 
kepada Factor ya�tu;

1. Penggunaan Recourse Factoring
Guna mel�ndung� Factor, dalam art� 

member�kan jam�nan penag�han 
p�utang dar� Customer, maka dalam 
perjanj�an Factoring dapat d�gunakan 
atau d�terapkan jen�s Recourse 
Factoring, ya�tu anjak p�utang d�mana 
Kl�en akan menanggung r�s�ko apab�la 
nasabah (Customer) t�dak memenuh� 
kewaj�bannya. Jad� perusahaan Factor  
t�dak bertanggungjawab atas p�utang 
yang t�dak tertag�h dar� Customer.

2. Menerapkan Personal/Corporate 
Guarantee

 Meng�ngat b�sn�s Factoring rentan 
r�s�ko, dan bahkan d�katakan sebaga� 
jen�s b�sn�s yang mengandung r�s�ko 
t�ngg� terhadap keberhas�lan dalam 
penag�han p�utang, maka untuk 
mengamankan atau mel�ndung� 
Factor, dapat d�terapkan s�stem 
penanggungan (jam�nan) utang 
melalu� penerapan Personal maupun 
Corporate Guarantee.
Sehubungan dengan Personal/

Corporate Guarantee �n�, d�mana 
p�hak ket�ga meng�ngatkan d�r� sebaga� 
penanggung atau penjam�n tag�han 
Factor sebaga� p�hak yang berp�utang. 
Apab�la p�hak Customer t�dak dapat 
memenuh� kewaj�bannya, maka p�hak 
penanggung atau penjam�n utang �n� akan 
menanggungnya.

Per�hal penanggung atau penjam�n 
utang �n� dapat d�temu� pengaturannya 
dalam K�tab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata). Pada ketentuan 
pasal 1820 KUHPerdata menyatakan 
bahwa yang d�maksud penanggungan 

19 H.J.Mc. Closkey dalam John P�er�s dan W�w�k Sr� 
W�arty, 2007,  Negara Hukum dan Perlindungan 
Konsumen Terhadap Produk Kadaluarsa, Pelang� 
Cend�k�a, Jakarta.

20 Sud�kno Mertokusumo, Loc. Cit.
21 Suhardjo dalam Bachsan Mustafa, Loc. Cit.
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adalah suatu perjanj�an dengan mana 
seorang p�hak ket�ga guna kepent�ngan 
s� berp�utang meng�katkan d�r� untuk 
memenuh� per�katannya s� berp�utang, 
manakala orang �n� send�r� t�dak 
memenuh�nya.22

Dar� batasan yang terdapat dalam 
Pasal 1820 KUH Perdata tersebut dapat 
d�ketahu� bahwa yang d�maksud dengan 
penanggung adalah p�hak ket�ga. Yang 
d�maksud p�hak ket�ga dalam hal �n� 
adalah orang secara pr�bad� atau badan 
hukum. Manakala yang bert�ndak selaku 
penanggung adalah orang pr�bad�, maka 
d�sebut sebaga� jam�nan pr�bad� (Personal 
Guarantee). Apab�la yang bert�ndak 
sebaga� penanggung adalah perusahaan, 
maka d�sebut sebaga� jam�nan perusahaan 
(Corporate Guarantee).23

Perjanj�an penanggungan atau 
penjam�nan �n� d�buat tersend�r� untuk 
kepent�ngan Factor, seh�ngga Factor 
terjam�n penag�han p�utangnya terhadap 
Customer. Penanggungan �tu send�r� pada 
dasarnya merupakan suatu perjanj�an 
yang lah�r atau d�buat setelah adanya 
perjanj�an utang p�utang.

Perjanj�an utang p�utang merupakan 
perjanj�an pokok, sedangkan perjanj�an 
penanggungan bers�fat sebaga� 
tambahan yang t�dak terp�sahkan dar� 
perjanj�an pokok. Eks�stens� perjanj�an 

penanggungan bergantung pada perjanj�an 
pokoknya. Perjanj�an �n� lah�r karena 
adanya perjanj�an pokok, dan apab�la 
perjanj�an pokok berakh�r, kemud�an 
dengan send�r�nya penanggungan juga 
berakh�r. Dar� karakter yang dem�k�an 
�tu, perjanj�an penanggungan d�katakan 
bers�fat accesoir.

Dalam hubungannya dengan 
perjanj�an Factoring, yang d�serta� 
adanya perjanj�an penanggungan 
(Personal/Corporate Guarantee), maka 
p�hak penanggung akan membayar 
utang Customer  kepada Factor, 
manakala Customer wanprestas�, dan 
p�hak Customer harus terleb�h dahulu 
memenuh� kewaj�bannya dengan terleb�h 
dahulu harta bendanya d�s�ta dan d�jual 
untuk melunas� utangnya. Apab�la mas�h 
ada s�sa utang yang belum terbayar, 
maka kekurangannya akan d�tutup oleh 
penanggung.

Pr�ns�p sepert� yang d�sebutkan 
d�atas b�sa d�cermat� pengaturannya pada 
ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, yang 
menerangkan bahwa penanggung t�dak 
waj�b membayar kepada kred�tur, kecual� 
j�ka deb�tur lala� membayar utangnya, 
sedangkan benda-benda s� deb�tur �n� 
harus leb�h dahulu d�s�ta dan d�jual untuk 
melunas� utangnya.
3. Menerapkan Pr�ns�p Kehat�-hat�an 

(Prudential Principle)
Penerapan pr�ns�p kehat�-hat�an �n� 

untuk mengh�ndar� r�s�ko yang t�mbul 
d�kemud�an har� atas gagalnya penag�han 
p�utang. Pr�ns�p kehat�-hat�an d�maksud 
merupakan tugas Factor untuk bert�ndak 
selekt�f dalam pembel�an p�utang dengan 

22 Y. Sogar S�mamora, 2000, Tanggung Gugat 
Penanggung Personel  Guarantee dan Corporate 
Guarantee; dalam Puspa Ragam Intorinasi Dan 
Problematika Hukum, Karya Ad�tama, Surabaya, 
hlm.68.

23 Mar�am Darus Badrulzaman, 1982, Bab 2 Tentang 
Credit Verband, Gadai, dan Fidusia, Alumn�, 
Bandung, hlm.2.



371

Magister Hukum Udayana •  Jul� 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 2 : 362 - 374

memperhat�kan kual�tas p�utang (tag�han) 
dan kond�s� Customer sebaga� deb�tur. 

Hal yang menyangkut kual�tas 
p�utang, p�hak Factor seba�knya menel�t� 
secara cermat mengena� keabsahan 
p�utang (Validity of Receivable). Factor 
dapat mem�nta Kl�en untuk member�kan 
jam�nan bahwa p�utang yang d�jual 
adalah p�utang yang sudah ada. Sela�n 
�tu, Kl�en juga harus member�kan jam�nan 
bahwa n�la� jumlah p�utang oleh Kl�en 
telah d�h�tung dengan benar, dan p�utang 
tersebut bebas dar� kemungk�nan adanya 
tuntutan dar� p�hak ket�ga.24

Selanjutnya hal yang menyangkut 
kond�s� Customer, penerapan pr�ns�p 
kehat�-hat�an dengan menerapkan pr�ns�p 
5C (Character, Capacity, Capital, 
Condition of Economy, dan Collateral), 
d�mana pr�ns�p �n� sangat laz�m 
d�praktekan dalam dun�a perbankan.

Apa yang d�maksud dengan pr�ns�p 
5C tersebut dapat d�ber�kan penjelasan 
d�bawah �n�;
1. Character (Kepr�bad�an)
 Unsur pertama yang dapat d�perhat�kan 

oleh Factor sebelum mengamb�l 
keputusan untuk membel� atau 
mener�ma pengal�han p�utang adalah 
melakukan pen�la�an atas karakter atau 
kepr�bad�an dar� Customer sebaga� 
deb�tur. Watak dar� Customer yang 
jelek akan berpengaruh pula terhadap 
ketataan yang bersangkutan untuk 
memenuh� kewaj�bannya.

2. Capacity (Kemampuan)

 P�hak Customer sebaga� deb�tur sangat 
pent�ng untuk d�l�hat sejauh mana  
kemampuan dalam b�sn�snya, seh�ngga 
b�sa d�perk�rakan pula kesanggupannya 
untuk melunas� utangnya. B�la 
kemampuan b�sn�snya kec�l, 
sudah past� harus d�pert�mbangkan 
kemampuannya dalam membayar 
utangnya.

3. Capital (Modal)
 Aspek permodalan atas usaha yang 

d�jalankan juga merupakan hal yang 
t�dak dapat d�aba�kan beg�tu saja. 
Permodalan Customer sebaga� deb�tur 
berhubungan erat dengan t�ngkat 
kemampuannya untuk membayar 
utang atau kewaj�ban-kewaj�ban 
la�nnya terhadap p�hak ket�ga.

4. Condition of Economy (Kond�s� 
Ekonom�)

 Kond�s� perekonom�an secara 
makro maupun m�kro merupakan 
pert�mbangan pent�ng yang perlu 
d�cermat� sebelum Factor mengamb�l 
keputusan untuk membel� p�utang. 
Kond�s� perekonom�an yang t�dak stab�l 
atau pada masa kr�s�s ekonom�, dengan 
menurunnya daya bel� masyarakat akan 
berpengaruh terhadap kemampuan 
Customer membayar tag�han-tag�han 
dar� p�hak la�n.

5. Collateral (Agunan)
 T�dak d�ragukan bahwa Collateral 

(agunan) merupakan hal yang pent�ng 
untuk d�perhat�kan. Factor dapat 
mem�nta jam�nan kebendaan (agunan) 
dalam pemenuhan pembayaran 
tag�han p�utang dagangnya. Agunan 24 Sunaryo, Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm.89.
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merupakan the last resort bag� Factor, 
d�mana akan d�real�sas� (d�eksekus�) 
j�ka Customer betul-betul t�dak dapat 
memenuh� kewaj�bannya untuk 
melunas� utangnya.

2. Penutup
1. Simpulan

a. Kedudukan hukum  perusahaan Anjak 
P�utang (Factor) sebaga� p�hak pembel� 
p�utang sangat lemah dan rentan 
dar� r�s�ko kemungk�nan gagalnya 
penag�han p�utang yang d�sebabkan 
t�dak d�penuh�nya prestas� oleh p�hak 
Customer. Dalam konteks �n� t�dak 
ada jam�nan perl�ndungan hukum bag� 
perusahaan Anjak P�utang (Factor) 
atas pembayaran atau pengembal�an 
p�utangnya secara penuh.

b. Meng�ngat lembaga Annjak P�utang 
merupakan jen�s b�sn�s yang 
ber�s�ko t�ngg�, yang rentan terhadap 
kemungk�nan kegagalan p�utang, 
maka bentuk perl�ndungan hukum 
yang dapat d�ber�kan terhadap Factor 
selaku pembel� p�utang adalah;

a) Menggunakan atau menerapkan jen�s 
Recourse Factoring dalam perjanj�an 
Anjak P�utang (Factoring). Dengan 
beban tanggung jawab ada pada Klien 
manakala terjad� kegagalan penag�han 
p�utang.

b) Menerapkan s�stem Personal/
Corporate Guarantee yang mel�batkan 
p�hak ket�ga sebaga� penjam�n 
pelunasan p�utang dalam hal terjad� 
kegagalan penag�han p�utang.

c) Menerapkan pr�ns�p kehat�-hat�an 
(Prudential Principle) untuk 
mengh�ndar� r�s�ko kegagalan 
penag�han p�utang dengan melakukan 
pen�la�an secara cermat terhadap 
kual�tas p�utang serta kond�s� Klien 
dan Customer dengan menggunakan 
�nstrument 5C.

2. Saran
a. Agar kedudukan hukum perusahaan 

Factor sebaga� pembel� p�utang 
dagang t�dak lemah dan t�dak rentan 
dar� r�s�ko terjad�nya kegagalan 
penag�han p�utang dagang yang 
berujung pada kerug�an Factor, maka 
untuk member�kan perl�ndungan 
hukum terhadap Factor, maka  dalam 
perjanj�an Anjak P�utang (Factoring) 
harus ada jam�nan pengembal�an 
atau pelunasan p�utang dagang secara 
penuh oleh Customer.

b. Meng�ngat bentuk perjanj�an Anjak 
P�utang (Factoring) berbentuk 
perjanj�an Standar (Perjanj�an Baku), 
maka p�hak-p�hak yang terl�bat 
dalam perumusan Klausul-Klausul 
perjanj�an tersebut hendaknya 
memperhat�kan ketentuan Undang-
Undang (Pasal 18 Undang-Undang 
Perl�ndungan Konsumen), dalam 
rangka mewujudkan  perjanj�an Anjak 
P�utang yang memenuh� rasa kead�lan, 
kepast�an hukum, serta perl�ndungan 
hukum bag� kepent�ngan para p�hak.
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